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ABSTRAK 

  

 Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat pusat 

maupun daerah mengatur mengenai penyelenggaraan rumah susun. Salah satu materi 

yang dibahas dalam peraturan perundang-undangan tentang rumah susun tersebut 

adalah mengenai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (‘P3SRS’). 

Pendirian P3SRS dimulai dari tahap pembentukan, pengesahan sampai dengan 

pencatatan. Pengesahan P3SRS untuk kota Bandung menurut Perwal Bandung No.543 

Tahun 2018 dilakukan oleh Notaris dan pejabat yang berwenang, sedangkan menurut 

peraturan perundang-undangan di atasnya justru menyatakan bahwa pengesahan 

P3SRS untuk kota Bandung dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah tingkat II. Sebagai 

peraturan yang memiliki kedudukan paling rendah dari sekian peraturan perundang-

undangan yang ada, substansi dari Perwal Bandung No.543 Tahun 2018 khususnya 

mengenai pengesahan P3SRS berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang 

ada di atasnya. 

 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan 

konseptual. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan 

teknik analisis data kualitatif dengan metode berpikir deduktif. 

 Proses pendirian P3SRS dimulai dari tahap pembentukan, pengesahan, dan 

pencatatan. Pada tahap pembentukan dan pencatatan, seluruh peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan sifatnya konsisten, akan tetapi pada tahap pengesahan, 

antara Perwal Bandung No.543 Tahun 2018 dengan peraturan perundang-undangan di 

atasnya justru bertentangan. Dengan begitu, Perwal Bandung No.543 Tahun 2018 

bertentangan dengan peraturan di atasnya, karenanya berdasarkan asas lex superior 

derogate legi inferiori ketentuan mengenai pengesahan P3SRS tersebut tidak dapat 

diberlakukan. Demi tercapainya kepastian hukum, maka terhadap Perwal Bandung 

No.543 Tahun 2018 tersebut dapat dilakukan Judicial Review atau Executive Review. 

 

Kata kunci : Konsistensi Vertikal, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, 

dan Pengesahan P3SRS 
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ABSTRACT 

 

 Several laws and regulations in Indonesia, both at the central and regional 

levels, regulate the implementation of flats. One of the material in the legislation 

concerning the flats is the Association of Owners and Residents of Flats (‘P3SRS’). 

The establishment of P3SRS starts from the stage of formation, endorsement to 

recording. Ratification of P3SRS for the city of Bandung according to Bandung 

Regulations No.543 of 2018 is carried out by Notaries and authorized officials, while 

according to the laws and regulation above it states that the P3SRS for the city of 

Bandung is carried out by th Mayor of Level II. As a regulation that has the lowest 

position of the existing laws and regulations, the substance of the Bandung Regulations 

No.543 of 2018 specifically regarding the ratification of P3SRS is different from the 

laws and regulation that are on it. 

 This research is a descriptive normative juridical research. The approach used 

is the law approach and the conceptual approach. The type of data of this research is 

secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection 

techniques in the form of library studies with qualitative data analysis techniques with 

deductive thinking methods. 

 The process of establishing P3SRS starts from the stage  of formation, 

endorsement, and recording. At the stage of formation and recording, all relevant laws 

and regulations are consistent, but the end of the ratification, the Bandung Regulations 

No.543 of 2018 with the laws and regulations on it is contrary. Thus, the Bandung 

Regulations No.543 of 2018 with regulations on it, therefore based on the principle of 

lex superior derogate legi inferiori the inference of the provisions concerning 

ratification of the P3SRS cannot be applied. In order to achieve legal certainty, then 

the Bandung Regulations No.543 of 2018 can be carried out by Judicial Review or 

Executive Review. 

 

Keywords : Vertical Consistency, Legislation Regulation Hierarchy, and 

Endorsement of P3SRS 
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